PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jodnn Yon Sudiorse Noo. Telp oono— Kode Pos 53711
RUMBIA

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PFRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : Zo TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang : @, bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan
pelayvanan publik Sesuai dengan anas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak vang terkat dengan penvelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wanjib menetapkan Standar Pelayanan,.

b, bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelavanan di  maksud huruf a, maka perlu
ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan
Repala Satuan Polisi Pamoeng Praja Kabupaten
Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembeéntukan Kabupaten Bombana, HKabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Ulara di Propins:
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesiza Tahun 2002 Nemor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2494, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagmmana telah  diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63541);

Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisas: Perangkat Dacrah (Lembaran
Negarn Republik Indonesia  Nomoer 89, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 474 1);
Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6205),

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negarn
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman
Fenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP|
Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Penyusunan  dan Penetapan  Standar
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satusn Polisi
Pamong Prajn Kabupaten Bombana:



Menetapkan
KESATU

KEDUA

RETIGA

Penctapan Standar Pelayanan Pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupatén Bombana meliputi lingkup pelavanan ;

1. Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Rasa;

2. Pelaksanaan Pengawalan Pejabat Daersh;

J. Pelaksanaan Patroli Trantibam,

4, Peluksanaan Pembinaan  dan Penyuluhan
Peraturan Daerah;

5. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda;

6. Pelaksanaan Penertiban Paksa;

7. Pelaksanaan Penyelidikan dan  Penvidikan
Pelanggaran Perda;

B. Pelaksanaan Kerjasama Peminnaan Peraturan
Daerah;

9. Pelaksanaon Piket Posko Bencana Linmas:

10. Pelaksanaan Pembinaan Potensl Linmas;

11. Pelaksanaan Pelatihan Linmas;

12. Pelaksanaan Penugasan Anggota Linmas
dalam Operas: Penertiban;

13. Pemeliharann  Sarunn dan Prasarana
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

14. Pelaksansan Penanggulangan Kebakaran:

15. Pelaksanaan Penvuluhan Pencegahan
Kebakaran;

Standar Pelayanan sebagaimana terlammr
Keputusan i wigib dilaksanakan oleh pelaksana
sebagat acuan dalam penilaisn kinerja pelayanan
oléh pimpinan organisasi Penyelenggara, aparat
pongawasan, dan Masvarakat dalam
penyvelengearaan pelavanan Publik.



KEEMPAT

Keputusan ini  mulal  berlaky sejak  tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian han ternyvata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan

perbalkan sebagaimana mestinyi;

Ditetapkan +di Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 20024
Pit Kejata Satuan,

) Lo,
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LAMPIRAN 1 . KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KRABUPATEN BOMBANA

NOMOR r Zo

TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

1. PELAKSANAAN PENGAMANAN UNJUK RASA

NO KOMPONEN

] Praduk Layanan

| Persvaratan

Layanan

| Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Ruasa

i

URAIAN

Adanya informasi adanya rencana unjuk rasa deri
panitia, apparatl keamanan, intelejen Satpol PP dan
Masyarakat,

. Adanva Surat permohonan bantuan pengamansan

dari Kepolisian
Surat tugas/ disposisi Kasatpol PP/ Perintah lisan

3 | Dasar Hukum

o bod

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemeritahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor L8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 rentang Standar Operasional Prosedur Polist
Pamornig Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi seria Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomabana;

Peraturan Bupatu Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentang Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintahan
Kabupaten Bombana

3 | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

. Rasi Ops menviapkan konscp administrasi serta

. Kasat Memerintahkan Kabid Trantibum untuk

melaksanakan pengamanan Unjuk Rasa

. Kalid Trantibum Melakukan koordinasi dengan

instanst  terkait dan  Memerintnhkan  kasi
operasional untuk melaksanakan pengamanan
unjuk rasakasatpol PP membenkan disposis:
kepada Sekretaris atau Kepala Bidang Penanganan
Trantibum untuk memenuhi permohonan bantuan
pengamanan

memerintahkan  stal membuat  administras:
penugasankasatpol PP menerbitkan surat perintah
atnu surat tugas pengamanan

. Anggota Mengetik konsep admimistrusi pengamanan

urjuk rasa selanjutnya menverahkan kepada kasi
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opertasional untuk diperiksa

Kasi Ops Memeriksa konsep  administrasi |
pengamanan  unjuk rasa, membubuhkan paraf
selanjutnya diserahkan kepada kabid trantibum
untuk diperiksa

. Kabid Trantibum Memeriksa konsep administrasi

perigamanan unjuk rasa, membubuhkan paraf

selanjutnya diserahkan kepada kasat polpp untuk

diperiksa

Kasat Pol PP Memeriksa dan menandatangani
administrast penugasan selanjutnya  diserahkan
kepada kabid untuk dilaksanakan.

. Kabid Trantibum Memerintahkan kasi operasional

untuk Pengamanan Unjuk Rasa

Kabid Trantibum dan Kas: Ops: Mengendalikan
pelaksanaan pengamanan unjuk  rasa dan
berkoordinas:  dengan  kepolisian, membernkan

arahan kepada personel vang akan melakukan

peéngamanan _
10. Anggota Melaksanakan pengamanan unjulk rase
11, Kasi Ops Memeriksa konsep laporan pelaksanaan

12.

13,

pengamanan unjuk rasa dan membubuhi paraf
selanjutnva diserahkan kepada kabid trantibum
untuk diperiksa

Kabid Trantibum Memenksa konsep laporan
pelaksanann pengamanan  unjuk  rasa  dan
membubuhi paraf selanjutnya diserahkan kepada
kabid trantibum untuk diperiksa

Kasat Pol PP Memeriksa dan Menandatangani |
Laporan pelaksanaan Penertiban

|

Jangka waktu

pelayanan

| han layanan

6 | Biaya/tanf

Gratis

Penanganan
pengadian

.

‘Email : satpolipp76agmail.com

Faccbook : SatpolPP Bombana

SMS : 082344300987

WA : 082344300987 (Pengaduan Lavanan)
Telepon  : 0823443004987

dan/atay fasilitas

O Komperensi
Pelaksanan

Surat perintah tugaﬁ
Pakalan dinas lengkap
Perlengkapan satpolpp

=[G b

ot )

Memiliki kemampuan Dasar dan teknis
kepamongprajaan

Memiliki kemampuan dalmas awal dan lanjut
Memiliki kemampuan komunikas: sosial yang bak
Mampu mengoperasikan komputer

10 | Pengawasan

.

b,

Kegatan audit oleh inspektorat
Kegiatan tinjauan manajemen

11 i Jumlah Pelaksana

I Petugas Per 15 orang

12 Jaminan Pelayanan

S

Le
2.

Kode Etik
Maklumat Pelayvanan
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13 | Jaminan Keamanan | 1. Tersimpannya dokumen surat tugas
i keselamatan 2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
pelayanan d. Kamera
14  Evaluasi Kinerja 1. E- Kinenja
Pelaksana 2. Dilakukan penilaiun SKM minimal 6 bulan sekah
| Sekali o
Ditetapkan :di Rumbia
Pada tanggal 1 2 Agustus 2024
' a Fatuan,
.'I. < 1 1,
& |

; TeAS IV/D
KIP, 19691231 199512 1 011



LAMPIRAN I

NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOMBANA
40 TAHUN 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

2. PELAKSANAAN PENGAWALAN PEJABAT

DAERAH |
NO KOMPONEN URAIAN '
l. Produk Lavanan Peluksanaan _Pt_ng.nnﬁan Pejabat Daerah

2. | Persyaratan

Layanan

1. Surat permohonan dari panitia penyelenggaraan
2. Surat tugas/ disposisi kasatpol PP

3. | Dasar Hukum

dan Prosedur

4 | Sistem, Mekanisme | 1,

Pamong Praja;

untuk di penksa
Kasi  Pengawalan

i

5

konsep adminisirasi pengawalan
Dan Kawal mengetik administrasi pengawalan
selanjutnya menyerahkan kepada kasi pengawalan

memeriksa

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemeritahan Daerah;
2. Poraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dacrah
4. Peraturan Menten Dalam Negent Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupat Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomabana;
Peraturen Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentang Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Pemenntahan |
_Ksbupaten Bombana.
Kasat Pol PP Memerintahkan kabid trantibum
untuk melaksanakan pengawalan pejabat dacrah
2. Kabid Trantibum memerintahkan kasi pengawalan
mempersinpkan Kegiatan pengawalan
3. Kasi Pengawalan Melaksanakan koordinasi dengan

protokoler/ ajudan pejabat  doaerah, membuat
konsep administrasi pengawalan dan
memerintahkan  Dankawal/!  Patwal  mengetik

administras:

pengawalan dan membububhkan paraf selanjutnya
di sampaikan kepada kabid untuk di periksa




——

6. Kabid Trantibum memeriksa administrasi |
pengawalan dan membubuhi paral selanjutnya
melapor kepada kasat untuk dipeniksa  dan
ditandatangani

7. Kasat Pol PP Memeriksn dan menandaungani
administrasi pengawalan selanjuinya diserahkan
kepada kabid untuk dilaksanakan

A. Kabid Trantibum Memerininhkan kasi pengawalan
untuk Mengendalikan pelaksansan TURRS

. pengawalan _ _

9, Kasi Pengawalan  Mengendalikan pelaksanaan
tugas pengawalan dan memerintahkan
Darikawal/ Patwal untuk melaksunan Memeriksa
perlengkapan peralatan dan kesiapan anggota serta |
Memberikan arahan kepada anggota.

10. Kasi Pengawalan Memeriksa dan mengevaluas:
laporan pelaksannan pengawalan dan membubuht
paraf selanjutnya melapor kepada kabid untuk
diperiksa

11. Kabid Trantibum Memernksa dan mengevaluasi
laporan pelaksanaan pengawalan dan membubuhi
paral selanjutnya melapor kepada kasat polpp
untuk diperiksa

12. Kasat Poll PP  Memeriksa dan menandatangani
laporan hasil pengawalan

B Jangka wakiu 4 har
penyelesaian
6 | Biava/tarif Gratis =

7 | Penanganan
| pengoduan

Email : satpollpp? &igmail.com
Facebook : SatpolPP Bombana
SMS ; DB2344 300987

WA 1 0B2344300987 (Pengaduan Layanan)
Telepon  : 082344300987

8 | Sarana prasarana
dan fatau fasilitas

Surat perintah tugns o
Pakaian dinas lengkap
Perlengkapan satpolp

: 9 Kompetensi
Pelaksanan

i

Memiliki kemampuan Dasar dan teknis

kepamongprajaan

. Memliki kemampuan dasar pengawalan dan
intelejen

. Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik

10 Pengawasan

. Kegiatan audit oleh inspektorat
. Kegiaran tinjauan manajemen

11 | Jumlah Pelaksana

12 Jaminan Pelavanan

13  Jaminan Keamanan
da keselamatan
pelayanan

2
3
4. Mampu menpoperasikan compuler
1
2
1

Tim (7 Orang Petugas)

I. Kode Etik
2. Maklumat Pelayanan
L. Tersimpannya dokumen surat tugss
2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
3. Kamera




| 14  Evaluasi Kinerju
Pelaksana

1. E- Kinerja
2. Dilakukan penilaian SKM minimal 6 bulan sekali

Sekal

Ditetapkan i Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024
Pt Erpata Satuan,

;..‘}-. NI:"-':"._;

Pembina Tk.l/ TV/b
NIP. 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN N : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR . Ao TAHUN 2024

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

3. PELAKSANAAN PATROLI TRANTIBUM

NO

URAIAN

|
I | Produk Layanan

2 Persvaratan

Layanan

Pelaksanaan Patroli Trantibum

1. Surat tugas/disposisi kasat pol PP funtuk Agenda

Rutin)

3 | Dasar Hukum

l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemeritahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pernngkat Daerah

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi
Pamong Praja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombane Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

f. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomahana;

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentang Tentang Pedoman Penvusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Pemenntahan
Kabupaten Bombana. |

4 | Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

1. Kasat Pol PP Memerintahkan kabid trantibum
untuk melaksanakan patroli trantibum,

2. Rabid Trantibum
a) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi
terkait.

b} Memenntahkan kas: trantibum  untuk
mempersiapkan kegiatan patreli trantibum.

3. Kasi Trantib  Menyusun konsep adm.iniﬂ.lmsi|
patroli trantibum dan memerintahkan stal untuk
mengetik administrasi patrol trantibum

4. Stafl Mengetik  konsep administrasi  patrali

selanjutnya menyerahkan kepada kasi trantub

untuk diperiksa.

Kasi Trantib Memerksa konsep adimnistrasi

patroli membubuhkan parafl solanjutnya

diserahkian kepada kabid untuk diperiksa

1




5 ';-.Inngl-m waktu

| 6. Kabid Trantibum Memeriksa konsep adimnistrasi

patrakbi membubuhkan paral  selanjutnya
diserahkan kepada kasat polpp untuk diperiksa

7. Kasat Pol PP Memeriksa dan menandatangani
administrasi patroli selanjutnya discrahkan kepada
kabid untuk dilaksanakan

8. Kabid Trantibum Memcerintahkan kasi (rantibum
untuk — melaksanakan patroli  ketentraman
Administrasi patroli 15 menit Administrasi pﬂtruli‘

masyvarakat dan ketertiban umum.
9. Kasi Trantibum Memeriksa  periengkapan,
peralatan dan kesiapan, serta Memberikan arahan
kepada anggota
.Kasi Trantibum Memeriksa dan melakukan
evinluasi laporan kegintan patroli membubuhkan |
paral selanjutnya diserahkan kepada kabid untuk
diperiksa _
Kabid trantibum Memenksa melakukan t:'-"alu-l:llii|
laporan kegiatan patroli membubuhkan paraf
selanjutnva disernhkan kepada kasat polpp untuk
diperiksa
12. Kasat Pol PP Memeriksa dan menandatangani
laporan hasil pelaksanakan patroh ketentraman
Masyvarakat dan ketentraman umum

10

Ll.

T ‘ Penanganan

~ |24 Jam
penyvelesaian |
& Biava/tarif '

Ciratis |

TEmail  : satpollpp76a@gmail.com |

pengadusn Facebook : SatpolPP Bombana
SMS : DB2344 300987
WA : 082344300987 (Pengaduan Layanan)
| Telepon  : 0B2344300987 |

8 | Sarana prasarana

dan /atau fasilitas

1. Sural perintah togas |
2. Pakainn dinas lengkap

Jd. Perlengkapan satpolpp

9  RKompetensi

1. Memiliki kemampuan Dasar dan teknis

Pelaksanan Kepamongprajaan
2. Memiliki pengetahuan tentang perda dan perbub |
‘ 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
4. Mampu mengoperasikan komputer
10 | Pengawasan 1. Kegiatan audit oleh inspektorat
2.

Kegiatan tinjauan manajemen

Jumliah Pelaksana

1 Tim (7 Orang Petugas)

lil
12 I-Iuminan Pelayanan

I3

Kode Etik
Maklumat Pelayanan

13 | Jaminan Keamanan
| da keselamatan
‘ pelayanan

Tersimpannya dokumen Sural tUgas
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Kamera

Wkl b
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| 14 | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

|

1. E- Kinerja
2, Dilakukan penilaian SKM minimal & bulan sekah

Sekali

Ditetapkan cdi Humba
Pada tanggal : 2 Apustus 2024

a Tk.l/ V/b
NIP. 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR . Ao TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISH
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

4. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN PERATURAN DAERAH

NO KOMPONEN

1 | Produk 'L-'a}raﬁnn_

URAIAN

Pelaksanaan pembinasn dan penyuluhan pcmturanl

caerul

L¥

Persvaratan

Layanan

Surat permohonan sosinhsasi di tujukan kepada
Kasat Pol PP |

. Permasalahan Perda Dinas Teknis

'3 Dasar Hukum

]

. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016

s ﬂndaug;ﬁﬁdnng Nomor 23 Tahun 2014 Ten_mng_'

Pemeritahan Daerah;
Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2010 |
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah:

Peraturnn Menteri Dalom Negeri Nomor 34 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polist
Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomabana:

. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017

tentang Tentang Pedoman Penyvusunan Etandur|
Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintahan
Rabupaten Bombana,

4 | Sistemn, Mekanisme
dan Prosedur

- Kasi Bmwuslu  Mengadakan survey lapangan,

- Kabid PPUD Menetapkan calon sasaran dan objek

Vang akan diberikan pembinaan.dan
memerintahkan kasi  binwasluh  merencanakan

binluh pelanggaran perda

Menctapkan  tempat, bentuk dan  metode
pembinaan. Serta memerintahkan staf untuk
mengetik administrasi

Stal  Mengetik administrasi binluh  pelanggaran
perda dan menyerahkan kepada kasi binwasluh
untuk diperiksa

Kasi Binwaslu Memenksa administrasi binluh
pelanggaran perda dan dan membubuhi paraf
selanjutnyn diserahkan kepada kabid PPUD untuk

14




=
5. Kabid PPUD
pelanggaran perda dan dan membubuli  paral |
selanjutnya diserahksn kepada Kasat Pol PP ‘
6. Kasat Po! PP Memeriksa dan menandatangani |

Memecriksa binluh

admimstras:

binluh  pelanggaran  percda  dan selanjutnya
discrahkan kepada Kabid PPUD untuk
dilaksanakan

7. Katid PPUD dan Kasi Binwaslu  Memberikan |
arahan kepada anggota  tim, Memeriksa
kelengkapan administrasi, peralalan dan

perlengkapan yang akan dibawa. Seclanjutnya
memermtahkan ks binwasluh untuk
melaksanakan binlu pelanggaran Perda

B. Kasi Binwaslu Memimpin pembinaan dan
penyuluban pelangaran perda beserta anggota yang |
ditunjuk

9, Kasi Binwaslu  Memeriksa dan mengevaluasi
laporan hasil inluh  pelanggaran  perda  dan
menverahkan kepada Kabid PPUD untuk di periksa |

10. Kabid PPUD di periksa ¥ T Konscp laporan hasil I
binluh 15 menit Konsep laporan binluh 12
Memeriksa dan mengevaluasi laporan hasil binlah
pelangearan  perda dan menyerahkan kepada |
kasat Polpp untuk di periksa |

11. kasat Pol PP Memenksa menanda tangani laporan |

hasil binluh pelanggaran perda

5 | Jangka waktu 4 hari Kerja
| penvelesaian
‘ 6 \ Biaya /tarif Gratis =
|7 | Penangunan | Email :-_satpﬂ]-.lpp?i:@gmail.pnm
pengaduan Facebook : SatpolPP Bombana

SMS - DB2344300987
WA - 082344300987 (Pengaduan Layanan) |
Telepon  : 082344300987

8 | Sarana prasarana
dan/atau fasilitas

1. Perda / Perbup
2. Pakaian dinas lengkap

3. Perlengkapan satpolpp

9 | Kompetensi
' Pelaksanan

1. Memiliki kemampuan Dasar dan teknis
kepamongprajaan

2. Memuiliki pengetahuan tentang perda dan perbub

3. Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik

4. Mampu mengoperasikan komputer

10 5Ffm'ng&&-.'uuaunﬂ.ﬁﬂn

1. Kegiatan audit oleh inspektorat
2. Kegiatan tinjavan manajemen

11 | Jumlah Pelaksana

3 Orang

12  Jaminan Pelayvanan

1. Kode Etik
2. Maklumat Pelayanan
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| 13 | Jaminan Keamanan | 1. Tersimpannya dokumen sural tugas
da keselamatan 2. APAR [Alat Pemadam Apil Ringan)
3. Kamera
pelayanan
y 4. P3K
14 | Evaluasi Kineria 1. E- Kinerja
“2

Pelaksana

Dilakukan penilaian SKM minimal 6 bulan sekali
Sckali

Ditetapkan : di ‘Rumbin
: 2 Agustus 2024

- L= Fh

HIF 196913'-11 19495121 011
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LAMPIRAN V . KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR . A< TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

g, Tp Ll

5. PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN |
PERDA

NO  KOMPONEN

URAIAN

—

| Produk Layanan

Pelayanan Pengadunn Pelanggaran Perda

[{W]

| Persyaratan

Lavanan

Kartu Identitas Diri (KTP)/surat tugas dari
perangkat daerah kepada personal vang di tunjuk
untuk berkonsultansi

2. Mengisi Form Aduan/ permohonan konsultasi
3, File bukti pendukung permasalahan pelanggaran

perda [apabila ada) ,

3 | Dasar Hukum

4 Sistemn, Mekanisme

dan Prosedur

1.

1.

2,

b. Peraturan Bupat Bombana Nomor 47 Tahun 2016

2,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang = |
Pemeritahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016

4. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 54 Tahun

lentang Perangkat Dacrah ‘

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisl
Pamong Praja;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomeor 3

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata herja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomabani;

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017

tentang Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Pemenintahan
kabupaten Bombana.

Pelapor Menyampaikan pengaduan langsung atay
melalui; Telepon, Surnt, SMS center, Email, Website
Petugas Menenma dan Meregistrasi pengaduan 30
menit Laporan pengaduan  scelanjutnya melapor
kepada Kasat Poll PP

. Kasat Pol PP Memerintahkan kabid PPUD untuk

Laporan pengaduan 30 menit Laporan pengaduan |
15 menir Disposisi 4 menindaklanjuti pengaduan

. kabid PPUD Mencermati materi pengaduan dan

memernntahkan kKasi penvelidikan dan penyidikan
uniuk mentndak lanjut) sesual mater pengaduan.

. Kas lidik dan Sidik Menvelidiki kebenaran matern

pengaduan kepada pelapor dan/ atau pihak terkait,
Selanjutnya Melaporkan kepada Kabid PPUD

.Kabid PPUD Menerima laporan hasil penyelesaian

LT



pengaduan dan Melaporkan hasil penyelesaian
pengaduan kepada kasat Pol PP |

7.Kagat Pol PP Menenma laporan penyelesaian
pengaduan dan memerintahkan petugas
| pengaduan Menyvampaikan kepada pelapor.
Jangka wakiu 60 Menit
| penvelesajan ‘
6 | Biaya/tarif Gratis '
7 | Penanganan Email : satpollpp76iigmail.com
pengaduan Facebook ! SatpolPP Bombana
SMS : 082344300987
WA 1 DE82344300987 (Pengaduan Layvanan|
Telepon  : 082344300487
8  Sarana prasarana 1. Surat perintah tugas
dan /atau fasilitas 2. Pakaian dinas lengkap
| 3. Perlengkapan satpolpp
g | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan Dasar dan teknis
Pelaksanan kepamongprajaan
2. Memiliki pengetahuan tentang perda dan perbub
3. Memilika kemampuan komumbkas publik
4. Memiliki kemampuan dasar penyehdik
| - 5. Mampu mengoperasikan komputer
10  Pengawasan 1. Kegiatan audit oleh mspeklorat
! 5 2. Kegiatan l:er.uauan manajemen
11 | Jumlah Pelaksana | 6 Oran termasuk Struktural
12 | Jaminan Pelayanan |1. Kode Etik '
2. Maklumat Pelayanan |
13 | Jaminan Reamanan |1. Tersimpannya dokumen di database
da keselamatan 2. Terbackup nya dokumen pada aplikasi
pelayanan 3. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
5 4. E-arsip
5. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
6. Pengelolaan Parkir vang baik
14 | Evaluasi Kinerja 1. E- Kinerja
Pelaksana 2. Dilakukan pemlaian SKM minimal & bulan sekali
| Sekali
Ditetapkan rdi Rumbia
Pada tanggal : 2 Apgustus 2024
ala Satuan,

.--"-L’-F ! ,.ll'luk I! w#h
NIP. 19691231 199512 1'011]
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LAMPIRAN VI

NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

As TAHUN 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLIS!
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

6. PELAKSANAAN PENERTIBAN PAKSA

NO  KOMPONEN

I | Produk Layanan  Pelaksanaan Penertiban Paksa

2 | Persyaratan | 1. Surat tugas/disposisi kasat pol PP {untuk Agenda

Layanun

MSAFH- sar Hukum

L

.
1.

>

Rutinj

Pemeritahan Dacrah;
Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Saruan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi
Pamong Praja;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 tentang Perangkat Daeruh;

. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016

tentang Kedudulkan, Susunan Organisas), Tugas dan
Fungs: sertn Tata kerja Sutuan Pohisi Pamong Praja
Kabupaten Bomabana;

. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017 '

tentang Tentang Pedoman Penyusunan Standar
(perasional Prosedur diLingkungan Pemerintahan
Kabupaten Bombana,

4 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

.Kasat Pol PP Memerintahkan  kabid  untuk

melakukan  penertiban  paksa Memberitahukan
kepada masvarakat / badon hukum yang akan
ditertibkan,

. Kabid PPUD

a) Berkoordinasi dengan  pihak  kepolisian, |
kecamatan,desa, RT serta masyvarakat setempat

b} Memerintahkankasi lidik/ sidikuntuk menyiapkan
kosep administrasi pelaksanaanpenertiban. Paksa,

. Kasi lidik sidik

a] Meinkukan pemantavan / kKematan intelifendan
Menentukan  waktuuntuk  melakukan  kegiatan
peneriiban

b} memerintahkan anggotn untuk mengetik konsep |
administrasi penertiban paksa
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4. Stal  Mengetik konsep administrasi pertiban ]:aksa|
dan diserahkan kepada kasi lidik/sidik  untuk
dipenksa

5. Kasi Hdik sudik Memeriksa konsep administrasi
penertiban paksadan membubuohi parafl selanjutnya
diserahkan kepada kabid FPUD untuk diperiksa

. Kabid PPUD Memeriksa konsep ndministrasi
pernertiban paksadan membububhi paral selanjutnya
diserahkan kepadn kasat polpp untuk dipenksa

7. Kasat Pol PP Memeriksa administrasi dan penertiban
menandatangani  paksa  selanjutnya  diserahkan
kepada kalnd PPUD untuk dilaksanakan

|

Jangka wakiu I hari
‘ penyvelesamn
6 | Biaya/tanf Gratis

Penanganan
| pengaduan

| Email : satpollpp76gmail.com

Facebook : SatpolPP Bombana

SMS 1 082344300987

WA 082344300987 (Pengadusan Layanan)
Telepon : 082344300987

8 | Sarana prasarana
dan/atau lasilitas

1. Surat perintah tugas
2. Pakaian dinas lengkap
3. Perlengkapan satpolp

% | Kompelens)
Pelaksanan

1. Memiliki kemampuan Dasar dan teknis
kepamongprajaan

Memiliki pengetahuan tentang perda dan perbub
Memilik kemampuin negosiasi dan mediasi
Mempunyal kempusn managemen konflik

Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik ‘
Mampu mengoperasikan komputer

e B S

10 ‘ P::nggl_wasan

h-'l:""'j

Kegatan audit olch inspektorat
. Kegiatan tinjauan manajemen |

11 Jumlah Pelaksana

& Orang Termasuk Struktural |

12 | Jaminan
‘ Pelayvanan

. Kode Etik
2. Maklumat Pelayanan

13 Jaminan
Keamanan da
keselamatan

| pelayanan

SEEUNE

'feﬂimpannyn dokumen di database

. APAR [Alat Pemadam Api Ringan]
Terbackugmya dokumen pada aplikas:
E-arsip

Backup data secara berkala | bulan sekali
. Pengelolann parkir yang baik

20



L

14

Evaluasi Rinerja | 1. E- Kinerja

Pelaksing

2. Dilakukan penilaian SKM minimal 6 bulan sekali

Sekali

Ditetapkan : di Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Pli. Kepala Satuan,

'-'-F.‘. I M-

fbina Tk.I/ TV/b
NIP. 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN VI . KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR

J< TAHUN 2024

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

7.PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIEAN PELANGGARAN PERDA

NO | KOMPONEN

URAIAN

11 ‘ Produk Layonan

Layanan Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
pelanggaran perda

2 Dasar Hukum

=]

J i’ﬂrsj.'ﬂ ratan
Layanan

T S

2.

3.

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemeritahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Dacrah

. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 54 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi

Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungst serta Tata Kerja Satuan Polist Pamong

Praja Kabupaten Bomabana;

- Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentlang Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Bombanza. )

Surat tugas/disposisi kasat pol PP (untuk Agenda

Rulinj

(4 | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1.

] |

. Kasi Lidik Sidik Menctapkan calon sasaran dan

.Stafl  Menyiapkan admimstrasi hdik [/ sidik

. Kasi Lidik Sidik Memeriksa konsep administrasi lidik

- Kabid PPUD Memenksa kosep admimistrasi lidik /

Kabid PPUD Menerima laporan pelanggaran perda |
dan memenntahka kasi hidik sidik untuk sidik lidik

objek yang akan lidik/ sidik serta Mengadakan
survey lapangan. Serta  memerintahkan  stafl
menviapkan administrasi

selanjunya disampaikan kepada kasi untuk
diperiksa

/  sdik dan  membubuhi paral  selanjutnya
diserahkan kepada kabid PPUD

sidlik serta membubuhi paraf selanjutnya diserahkan
kepada kasat polpp untuk di periksa

22



1

————

administrasi lidik / sidik selanjutnya diserahkan
kiepada kabid PPUD untuk Dilaksanakan

I
°

Jangka waktu | 1 hari
| penyelesaian |
i 6 Biaya/tarif 'lﬂml'is
' "Email : satpollpp76gigmail.com
' ' Ei;::ﬁﬁr;n | Facebook : SatpolPP Bombina
| | SMS . 182344300957
| wa . OR2344300987 [Pengaduan Layanan) |
| Telepon __: 082344300987 |
8 Sarana prasarana I, Surat pcnntah tugas \
| | dan/atau fasilitas r 2. Pakaian dinas lengkap
| A Perlengkapansatpolpp __4{
6 | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan Dasar dan teknis
| Pelaksanan kepamongprajaan l
|

Memiliki pengetahuan tentang perda dan perbub
Memiliki kemampuan dasar penyelidik

Meiliki konpetensi penvidik /| PFNS

Mampu mengoperasikan komputer

Kegiatan audit oleh inspekiorat
Kegiatan tinjauan manajemen

——

Rl Vg iy

—

hfn:rﬂﬂh Pelaksana

1
®

& Orang Termasuk Struktural

|

e

(12 Jaminan Pelayvanan
|

. Kode Etk
. Maklumat Pelayanan

13 Jaminan Keamanan
da keselamatan
| pelayanan

Tersimpannya dokumen di database
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Terbackupnya dokumen pada aplikasi
E-arsip

Backup data secara berkala 1 bulan sekali
Pengelolaan parkir vang baik

14 ' Evaluasi Kinerja
Pelaksana

E- Kinerja
Dilakukan penilaian SKM minimal & bulan sekali

e L= B e

—

| Seckali

Ditetapkan
Pada tanggai

:di Rumbia
2 Agustus 2024

PTL;!':L'EFBIH;;EB.mun,
Ak -, P

3 ARENANG M.
Pembita Thk.I/ IV/b -

NIP. 19691231 199512 1 011




LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIST PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR - gde TAHUN 2024

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

8.PELAKSANAAN KERJASAMA PEMBINAAN
PERATURAN DAERAH

NO KOMPONEN URAIAN |

|
|
[= Pelaksanaan Kerjasama pembinaan peraturan Daerah

' Produk Layanan

1. Surat tugas/ disposisi Ka satpol PP (Untuk Agenda,

2 | Persyaratan
Rutin)

Layanamn

3 | Dasar Hukum I. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang |
Pemeritaghan Daerah;

2. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2010
lentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

|
|
|
| J 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi
[

Pamong Praja:

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomabana;

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017

| tentang Tentang Pedoman Penvusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan

P __Kabupaten Bombana.

|4 | Sistem, Mekanisme | l.Kabid PPUD Menetupkanpelaksanaan kerjusama |

dan Prosedur pembinaan  perda  dan  memerintahkan  Kasi
Kerjasama melakukan kordinasi dan menyiapkan
konsep admimistras) kerjasama

4. kast Kerjasama Menyiapkan konsep administrasi

kerjpsama  pembinaan perda dsn memernntahkan
staf untuk mengetik konsep administrasi kerjasama

i 3.5taf  Mengetik  konsep  administrasi  kerjasama
pembinaan perda dan menycrahkan Kepadn kasi

| kerjasama untuk diperiksa,

4. Kasi Kerjasama Memeriksa administrasi kerjasama
pembinaan perda dan membubuhi parafl sclanjutnya |

| menyerahkan kepada kabid PPUD untuk diperiksa

5.Kabid PPUD Memeriksa administrasi  kerjasama
pembinaan perda dan membubuhi paraf selanjutnva
diserahkan kepada kasat polpp

6. Kasat Pol PP Memeriksa dan menandatangani

| _ | administrasi  kerjasama  pembinaan  perda

29
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l

selanjutnya diserahkan ke Kabid PPUD untuk di

=

3

—

| 14

11 ‘ Jumiah Peloksana

| 6 Orang Termasuk Struktural

lnksanakan
5 | Jangka waktu 24 Jam
| penyvelesamnn
6 | Biaya, tarif Gratis
7 | Penanganan Email ! satpollpp7o@egmail.com
pengaduan Facebhook 1 SatpolPP Bombana
‘ SMS : 082344300987
WA : 082344300987 (Pengaduan Layvanan)
| Telepon _ : 082344300987
8 Sarana prasarana | 1. Perda /Perbup
ian/atau fasilitas 2. Pakaian dinas lengkap
_ 3. Perlengkapan satpolpp
9  Kompetensi 1. Memiliki kemampuan Dasar dan tekms
Prlaksanan Repamongprajaan
2. Memiliki pengetahuan tentang perda dan perbub
3. Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik
4. Mampu mengoperasikan komputer
10 Pengawusan 1. Kegiatan audit oleh inspektorat

2. Kegiatan tinjouan ﬂmnujf:man

e e il

Jaminan Pelayanan |

1. Kode Euk
[2. Maklumat Pelayanan

13|

da keselamatan
pelayanan
Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Jaminan Keamanan

| 1. Tersimpannya dokumen di database
2. APAR (Alat Pemadam Apl Ringan)
3. kamera

]1- E- Kinerja
2. Dilakukan penilaian SKM minimal 6 bulan sckali
Sekali

Ditetapkan rdi Rumbina
Pada tanggal : 2 Agustus 2024
iﬁ;l??-h Satuan,

Pembina Tk.1/ IV/b
NIP, 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN [IX : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : Ao TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

|

9.PELAKSANAAN PIKET POSKO BENCANA LINMAS

NO  KOMPONEN URAIAN

1 | Produk Layanan | Layanan Pelaksanaan piket Posko Bencana Linmas

2 Persvaratan Surf,lt tugas/ disposisi Kasatpol PP (Untuk Agenda
Lavanan Butin)

3 | Dasar Hukum - 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemeritahan Daerah:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkatl Dacrah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polis
Pamong Praja;

5. Peraturan Daernh Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkutl Daerah;

6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bomabana;

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentang Tentang Pedoman Penvusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan

- Kabupaten Bombana. _

4  Sistem, Mekanisme | 1.Kasat Pel PP memerintahkan kabid linmas unituk

. | melaksanakan piket posko bencana inmas

qan Prosesus | 2. Kabid Linmas Melakukan koordinast dengan instansi
terkait dan memerintahkan kasi ops  linmas |
Menyviapkan konsep administrasi  piket posko

bencana linmas
d.Kasi Linmas Menyiapkan konsep administrasi piket
posko bencana dan  memernntahkan staf linmas
untuk mengetik konsep administrasi piket posko

bencana hinmas
| 4. Staf mengetik  konsep  administrasi  piket posko
| bencana inmas selanjutnya diserahkan kepada kas:

ops linmas untuk diperiksa

| 3. RKast Linmas memeriksa konsep administrast piket
poske  bencana linmas membubuhkan paraf
| selanjutnva diserahkan kepada kabid linmas untuk
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diperiksa

6. Kabid Linmas memeriksa konsep administrasi piket
posko bencana linmes membubuhkan paral
selanjutnya diserahkan kepada kasat polpp untuk
diperiksa

7.Kasat Pol PP memeriksa dan menandatangani
administrasi piket posko bencana selanjutnya
memernntahkan kabuwd linmas untuk dilaksanakan

Pelaksana

5 | Jangks waktu 1 hari
| penyelesaian
6 Biaya/tarif Gratis
7 Penanganan 'Email  : satpollpp76@gmail.com
pengaduan ' Facebook : SatpolPP Bombana
- SMS : 082344300987
WA : 082344300987 (Pengaduan Layanan)
, | Telepon @ 0823443004087
| B Sarana prasarang | 1. Surat perintahtugas
dan /atau fasilitas 2. Pakaian dinas lengkap
. 3. Perlengkapanevakuasi
9 | Kompetensi 1. Memilikikemampuan Dasar dan lcknis
Pelaksanan kepamongprajaan
_ | 2. Memiliki kemampuan dasar evakuas: bencana
10  Pengawasan 1. Kegatan audit oleh mspeklnral
- 2. HKegiatan tinjauan manajemen
11 | Jumlsh Pelaksana | 13 Orang ]
12 | Jaminan Pelayanan | 1. Kode Btk
) 2. Maklumat Pelayanan
13 |Jaminan Keamanan | 1. Tersimpannya dokumen di database
da keselamatan 2. APAR {Alat Pemadam Ap: Ringan)
pelavanan
14 | Evaluasi Kinerja | 1. E- Kinerja

P =

Dilakukan penilaian SKM minimal 6 bulan sekali
Sekali

Ditetapkan :di Rumbin
Pada tanggal P2 Agustus 2024
Pli-Kepala Satuan,
Zht RGN
s /".;‘_H“\\_F N

i Tk 1) IV /b
NIP. 19691231 199512 1 oLl
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOMBANA

NOMOR
TENTANG

de TAHUN 2024
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

10.PELAKSANAAN PEMBINAAN POTENS]
LINMAS

NO KOMPONEN

URAIAN

1  Produk Layvanan
I

Lavanan Pelaksanaan Pembinaan Potensi Linmas

2 Dasar Hukum

3 | Persyaratan Layanan

< Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemeritahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

f. Peraturan Bupuiti Bombana Nomor47Tahun 2016
ientang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Prajakabupaten Bomabana;

7. Peraturan Bupati Bombanu Nomor 31 Tahun
2017 tentangTentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional ProsedurdiLingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bombana,

Surat tugns/ disposisi Kasatpol PP (Untuk Agenda

Rutin)

1. Kasat Pol PP Memerintahkan kabid linmas untuk
melaksanakan pembinaan potens: Linmas

2. Kabi Linmas Memerintahkan kasi bina potensi
untuk menyiapkan  konsep  administrasi
pembinaan potensi Linmas

3. Kasi  Bina Potensi Menviapkon — konsep
administrasi  pelaksanaan pembinoaan  potensi
linmas dan memerintahkan staf mengetik konsep
administrasi pembinaan polens inmas,

4. Stal Mengeuk konsep admanisirasi pembinaan
potensi linmas selanjunva diserahkan kepada
kasi kasi bina potensi untuk diperiksa

5. Kasi1 Bina Potensi Memeriksa konsep administrasi
pembinaan potensi linmas dan membubuhi parafl
selanjutnya  diserahksan kepada kabid linmas
uniuk diperiksa

| 6. Kabid Linmas Memeriksa konsep administrasi

pembinaan potensi inmas dan membubuhi paraf
selanjutnya diserahkan kepada kasat Pal PP
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untuk dipenksa

7.Kasat Pol PP Memcriksa dan menandatangani
administrasi pembinaan  potensi linmas
selanjutnya  diserahkan kepada kabid lhnmas
untuk dilaksanakan

5  Jangka wakiu 1 han Kena
penvelesaion
&  Biaya/tanf Gratis
7 Penanganan Email : satpollpp7 & gmail.com
pengaduan Facebook ©: SatpolPP Bombana
SMS 1 082344300987
WA : 082344300987 |Pengaduan Layanan]
o |Telepon : 082344300987 — ]
8 Sarana prasaran 1. Surat pcrmtuh tugas
dan/atau fasilitas 2. Pakainn dinas lengkap
3. Perlengkapan satpolpp
| 4 Rompetensi 1. Memilikikemampuan Dasar dan tckms
| Pelaksanan kepamongprajaan
2. Memilikikemampuan komunikasy sosial yang
baik
| 3. Mampu mengoperasikan kompuler
10 Pengawasan 1. Regiatan audit olch inupcklnral
2. Kegiatan tinjauan manajemen
11 Jumlah Pelaksana 3 Orang
12 Jaminan Pelayanan 1. Kode Etik
2. Maklumat Pelayanan
13  Jaminan Keamanan da | 1. Tersimpannya dokumen di database
keselamatan pelayanan | 2. APAR {Alat Pemadam Api Ringan)
i4 | Evaluasi kinerja - E- Kinerja

Pelaksana

1
2. Dilakukan penilaian SKM minimal 6 bulan sckali
Sckali

——

Ditetapkan i Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Pt:l:liEEnaTk I/ IV/b
NIP. 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN XI

NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOMBANA

30 TAHUN 2024
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

'NO  KOMPONEN

11.PELAKSANAAN PELATIHAN LINMAS

|1

2

3

URAIAN

Produk Layanan

] Persyaratan Lavanan

| Dasar Hukum

Pelaksanaan Pelatihan Linmas

1.

o

Surat tugas/ disposisi Kasatpol PP (Untuk Agenda
Rutin) S —
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemeritahan Dacrah;

. Peraturan Pemerintah Nomoaor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Polisi Pamong Praja; 1. Memiliki
kemampuan Dasar dan tekmis kepamongprajaan
2. Memiliki kemampuan Dasar pelatih
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penvelenggarasn
Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tenlang Perangkal Dacrah;
Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungs: serta Tala Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bomabana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun
2017 tentang Tentang Pedoman Pényusunan
Standar Operasional Prosedur diLingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bombana.

i

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

.Kasi Data Pengembangan Menyiapkan konsep

.Stal Mengetuk konsep adminsstrasi pelatihan

. Knsat Pol PP Memenntahkan kabid inmas untuk |

melaksanakan pelatihan hnmas

. Kabid Linmas Mcelakukan koordinasi dengan |

intansi vang dilibatkan dan Memerintahkan kasi iI
data dan pengembangan untuk mm}'iﬂpknni
konsep administras: pelatihan linmas

administrasi pembinaan dan pelatthan linmas
selanjutnya memerintahkan  stafl  membuat
administrasi pelatithan linmas

linmas selanjutnya discrahkan kepada kasi data
tdan pengembangan untuk dipenksa

Kasi Data Pengembangan memerniksa  konsep
administrasi pelatthun hnmas dan membubuhi
paraf selanjutnva  diserahkan kepada kabid
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linmas untuk diperiksa
6. Kabid Linmas memeriksa konsep administrasi

| pelatihan  linmas dan  membubuhi  paraf
| selanjutnya diserahkan kepada kasat pelpp
untuk diperiksa
7. Kasat Pol PP memenksa admmistrasi 7
selanjutnya  dan  menandatangani  pelatihan
memerintahkon kabad linmas untuk
dilaksanakan
'35 | Jangka waktu 2 hari kerja
L penyelesaian
& Biaya/ftanf Gratis
Penanganan Email : satpollpp76d gmail.com
pengaduan Facebook : SatpolPP Bombana
SMS : DB2344300987
WA : 082344300987 [Pengaduan Lavanan)
L o Telepon  : 0823443004987
8 | Sarana prasarana 1. Surat perintah tugas Peralntan /Perlengkapan
| dan /atau fasilitas 2. Pakaian dinas lengkap
. 3. Perlengkapan satpolpp
9 | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan Dasar dan teknis.
! Pelaksanan kepamongprajaan
| 2. Memiliki kemampuan Dasar pelatih
10 | Pengawasan 1. Kegiatan audit oleh inspektorat
2. Kegiatan tnjavan manajemen
11 | Jumlah Pelaksann 10 orang (termasuk Struktural)
12  Jaminan Pelavanan I. Kode Etik
2. Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan da | 1. Tersimpannya dokumen di database
keselamatan pelavanan | 2. APAR {Alal Pemadam Api Ringan)
- 3. Pengelolaan parkir vang baik
14  Evaluasi Kinerja 1. E- Kinerja
Peliksana 2. Dilakukan penilatan SKM minimal 6 bulan sekali
_ Sckali
Ditetapkan : di Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024
Pt cpala Satuan,

1/ IV/b
NIP. 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 2o TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

NO KOMPONEN

' 12.PELAKSANAAN PENUGASAN ANGGOTA LINMAS
DALAM OPERASI PENERTIBAN

URAIAN

1  Produk Layanan

2 | Persyaralan Layanan

3 Dasar Huk:u.|:|_1

|4 | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

| Pelaksanaan Penugasan Anggota Linmas dalam

| Operasi Penertiban

1. Surat tugas/ disposisi Kasatpol PP (Untuk Agenda |
Rutin)

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemeritahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Peranghat Dacrah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 tahun

2009 tentang penugasan inmas dalam penegakan

ketentraman dan ketertiban masvarakat dalam

pemilihan umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi

Pamong Praja;

b. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2014 tentang Penyelengearaan Perlindungan
Masyvarakal

i 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupat: Bombana Nomor 47Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Prajakabupaten Bomabana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentang Tentang Pedoman Penvusunan Standar
Operasional Prosedurdilingkungan Pemerintahan
. Rabupaten Bombana, —
1. Kasat Pol PP Memenntahkan kabid linmas untuk |
menugaska linmas dalam Operasi penertiban
2, Kabid Linmas
3. Mclaksanakan koordinasi dengan instansi
terkaat

b. Memenntahkan Kasi operasional inmas untuk |
menyiapkan konsep administrasi penugasan
linmas.

3. Kasi Ops Menyviapkan konsep administrasi
penugasan  linmas dan  memerintahkan  staf |
Mengetik konsep administrasi penugasan linmas:

4. Siaf Mengetik konsep administrasi penugasan |

2l
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linmas selanjutnya menverahkan kepada kasi
operasional inmas untuk di periksa

.Kasi ops memenksa konsep administrasi

penugasan  linmas  membubuhkan  paraf
selanjutnya diserahkan kepada kabid linmas
untuk di periksa

. Kabid Linmas memeriksa konsep administrasi

penugasan  hinmas membubuhkan  paraf
selanjutnya  diserahkan  kepada kasat polpp
untuk di tanda tangam

.Kasat Pol PP Memenksa dan menandatangani
administrasi penugasan  hnmas  sclanjutnya
diserahkan kepada |kabid linmas untuk
dilaksanakan

5 Jangka waktu | 2 harni
| penyelesaian -
Biava/tarif Gratis
Penanganan Email : satpollpp? 6 gmail.com
pengaduan Facebook @ SatpolPP Bombana
| SMS  : 082344300987
WA 1 0B2344300987 (Peéngaduan Lavanan)
o B Telepon  : 082344300987
8  Sarana prasarana 1. Surat perintah tugas
dan/atau fasilitas 2. Pakaian dinas lengkap
. 3. Perlengkapan satpolpp
9 | Kompetensi 1. MemilikikemampuanDasar linmas
Pelaksanan 2. Memiliki kemampuan menjaga keténtmaman dan
ketertiban
10 | Pengawasan 1. Kegatan audit oleh inspektorat
2, Kegatan tinjauan manajemen
11 |Jumlah Pelaksana 10 Orang [termasuk structural)
12 | Jaminan Pelayanan | 1. Kode Etik
| 2. Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan 1. Tersimpunnya dokumen di database
da keselamatan 2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
| pelayanun 3. Pengelolaan parkir yang baik:
14 | Evaluast Kinerja 1. E- Kinerja
Pelaksana 2. Mlakukan pemilaan SKM minimal 6 bulan sekali
Sekali
Ditetapkan i Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Pit. Kepala Satuan,

fina Tk.1/ IV/b
NIP. 19691231 199512 1 011
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LAMPIRAN XINI : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIST PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

13.PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

KEBAKARAN
'NO KOMPONEN URAIAN
1 | Produk Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan
Penangpulangan Kebakaran
2 | Persyaratan 1. Anggaran dan Rencana Kerja
| Lavanan |
3 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemeriniah Nomor 6Tahun 2010 tentang:
Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Daerah Rabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan
Perangkal Dacrah Kabupaten Bombana;

4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungs: serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana;

3. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemermmtah Kabupaten

I Bombana

' 4 Sistem, Mekanmisme | 1. Kepala Mekamk Melaporkan kondisi Armada ke
Kepala Scksi Sarana dan Prasarana

dan Prosedur 2. Rasi Sarpras Melakukan pengecekan dan melaporkan
ke Kabid Pemadam Kebakaran

3. Kabid Damkar Memeriksa laporan kondisi Sarana
doan Prosarann pemadam kebakaran dan meneruskan
ke Kepala Satuan [KASAT).

4. Kasat Pol PP Memeriksa laporan kondisi Sarana dan
Prasarana pemadam kebakaran dan memerintahkan
Kepala Bidang pemadam  kebakaran  untuk
melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana

o

Jangka waktu | hari
penvelesaian

& ilﬁiﬁ}'a;mril' Gratis




Penanganan
pengaduan

Email : satpollpp? 64 gmail.com

Facebook : SatpolPP Bombana

SMS : 0B2344300987

WA : 0823443004987 (Pengaduan Layanan)

Telepon  : DB2344300087

8 | Sarana prasarana | |. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran
dan/atau fasilitas 2. ATK
J. Printer
Kompetensi 1: "-*Iemdﬂﬂkumpﬂunm tentangpencegahan dan
Pelaksanan penanggulangan bahays kebakaran
2. Telah mengkuti diklat pemadam kebakaran tingkat |
dan 01
| 3. Memiliki keterampilan tentang penanggulangan
| bahaya kebakaran
| 4. Memiliki keterampilan mengoperasikan sarana dan
prasarana pemadam kebakaran
{ - 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
| 10 Pengawasan 1. Regiatan audit olch in-;pcl-r.lumi
2. Kegiatan tinjauan manajemen
111 Jumilah Pelaksana 10 Orang {termasuk structurai)
12 | Jamnan Pelayanan 1. Kode Etik
{ _ 2. Maklumat Pelayanan
13  Jaminan Keamanan | 1. Tersimpannya dokumen di database
da keselamatan 2. APAR [Alat Pemadam Api Ringan)
pelavanan 3. Pengelolaan parkir yvang baik
14 Ewvaluasi Kinera 1. E- Kinerja
Priaksana 2. Dilakukan pemlaian SKM mimimal 6 bulan Sekali

Ditetapkan : di- Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Plt. Kepala Satuan,

'_TI::I; w;h
NIP. 19691231 199512 1 011



LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIST PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR

#o TAHUN 20249

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

14.PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

NO KOMPONEN

URAIAN

[} Produk Layanan

2 | Persyvaratan Lavanan

| Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran

. Anggaran dan Rencana Kerja

3 Dasar Hukum

p———t:

3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

T .

| 2. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun

L.
2.

3.

m—moamo oo —

2.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun2016Tentang Pembentukan dan susunan |
Perangkat Dacrah Kabupaten Bombana;
Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 [ Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bomabana;

2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bombana =~
Piket menerima informasi dari masvarakat dan
melaporkan kekasat

Kuasat/ kepals bidang pemadam kebakaran
melakukan koordinasi kepada instansi terkait
dan menugaskan  kepada  kepala  seksi
pengendalian  operasional kebakaran untuk
mempersiapkan sarana prasarana |
prnanggulanpgan kebakaran

Kepala  seksi pengendalian . Operasional
kebakaran menviapkan sarana dan prasarana
serta menugaskan kepada staf/ petugas damkar |
untuk bersama-sama menuju tempat kejadian
kebakaran

Stal/ petugas damkar melakukan lokalisasi dan
pemadaman kebakaran dan melaporkan hasil
kegiatan pemadaman kepada kasi

Kasi menerima laporan hasil kegiatan pemadam
kebakaran dan meneruskan kepada kabid /kasat
Pol PP

Kasat Pol PP menenima telepon  dan
berkoordinasi dengan  instansi  terkait  untuk
dilakukan rekontruksi - |
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5  Jangka waktu | 1 hari lavanan
penyelesaian |
6  Biava/tarif | Gratis
7 | Penanganan " Email : satpollpp7 6&gmail.com
pengaduan . Facebook : SatpolPP Bombana
| SMS : 0B2344300987
WA : DE2344300987 (Pengaduan Lavanan]
| | Telepon  : 082344300987
| 8 Sarana prasarana | 1. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran
dan fatay fasilitas 2. ATK
| N | 3. Printer
Kompetensi 1. Memiliki kompetensi tentang pencegahan dan
Pelaksanan penanggulangan bahava kebakaran
2. Telah mengikuti diklat pemadam kebakaran
tingkat ldan 1l
3. Memiliki keterampilan tentang penanggulangan
bahaya kebakaran
4. Memiliki keterampilan mengoperasikan sarana
dan prasarana pemadam kebakaran
5. Moemiliki kemampuan mengoperasikan
komputer.
10 | Pengawasan ' 1. Kegiatan audit olch inspektorat
2. Kegiatan unjauan mimajcmi:n
11 Jumlah Pelaksana 10 Orang (termasuk structural)
|
' 12 | Jaminan Pelavanan ' 1. Kode Enk
_ . 2. Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan da |1, Kebakaran dapat dipadamkan secara Maksimal.
keselamatan pelayanan | 2. Kebakaran Tidak Merembel atau menjalar di
Banm.man Sekitar.
14 | Evaluas: Kinerja . E- Kinerja

Pelaksana

2 Dilakukan penilaian SKM mimmal 6 bulan sekali
| Sckali !

:di Rumbna
: 2 Agustus 2024

Ditetapkan
Pada tanggal

NIP. 196?123] 199512 1 011
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LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

15.PELAKSANAAN PENYULUHAN PENCEGAHAN

KEBAKARAN
NO KOMPONEN URAIAN i
| Produk Lavanan Pelayanan Pelaksanaan Penvuluhan Pencegahan :
Kebakaran
2 | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2010
tentang Satuan Polis (Pamong Praja;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bomabana;

5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerimtah
Kabupaten Bombana

3 | Persyaratan Lavanan 1. Pelaporan menyampaikan laporan kebakaran
atau Datang Langsung

2. Menunmpukan lokas: kebakaran ke pos pemadam
kebakaran

| 3. Menyampaikan titik kenal

4 | Sistem, Mekanisme 1. Kasal memenntahkan kabid membust surat

diii. Proseidise untuk melakukan kKegiatan sosialisasi
penyvuluhan pencegahan kebakaran

2. Kabid Damkar Memerintahkan kasi-Penyuluhan
Pencegahan Kebakaran untuk menyvusun time
scudule dan Sarpras pelaksanaan sosialisasi
penyuluhan pencegahan Kebakaran terscbut

3. Kasi penvuluhan pencegahan  kebakaran
Membuat Sural undangan ke Semun
SKPD/Dinas terkail fmasyarakat umum untuk
mengad) peserta  sosialisas) Penyuluhan
Pencegahan Kebakaran

4. Staf/operator  Komputer mengetik  surat

undangan untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan

Pencegahan Kebakaran selanjutnya di serahkan

ke Kasi Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

Memproses suratl undangan tersebut sampai

selesal dan mengedarkan ke semua SKPD/Dinas

terkait dan masyarakat umum.selanjutnya kasi

PI
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edarkan semua

6. Melaporkan  kesiapan  kegatan  sosialisasi
Penvuluhan Pencegahan Kebakaran ke Kepala
Satuan (KASAT)

7. Kasat Pol PP° Memerintahkan seluruh staf agar
mengkuti  kegintan  sosialisasi | Penyuluhan
Pencepahan Kebakaran tersebut

e

5 |Jangka wakin 'I 1 hari
penvelesaian | B
b | Biava/tarif Gratis
7 | Penanganan Ermaml : satpollpp7Hiegmail.com
perpaduan Facebook : SatpolPP Bombana
SMS : 082344300957
WA : 082344300987 (Pengaduan Layanan)
| Telepon : 082344300987
| B Sarana prasarana I. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran
dan fatau (asilitas 2. ATK
3. Printer

Kempetensi
Pelaksanan

10

Pen gawasan

1. Memilikikompetenst tentang pencegahan dan
penanggulanganbahaya kebakaran

2. Telah mengikuti dikls! pemsdam kebakaran
tingkat [ dan [l

3. Memiliki Reterampilan tentang penanggulangan
bahaya kebakaran

4. Memililg keterampilan mengoperasikan sarana
dan prasarana pemadam kebakaran

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan

- 1. hemntnn T:njauun oleh Kasat Pol PP

2. Kegiatan Tinjauan oleh Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran

11

Jumlah Pelaksana

15 (termasuk struktural)

12 | Jaminan Pelayanan 1. Kode etik
2. Maklumat pelavanan
13 [Jamnan Keamanan 1. Tersimpannyva dokumen di database
pelayanan 3. Pengelolaan parkir vang baik
14 | Evaluasi Kinerjs | 1. E- Kinerja

Pelaksana

— —

2. Dilakukan penilamn SKM minimal 6 bulan sckali

Selkal
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Ditetapkan : b Rumbia
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Plh Hﬁlwlﬂt Satusn,

NIP. Iﬂh'ﬂll‘ll 199512 1 011




